
 

 

ABSTRAK 
 
Fadilatul Haris. “Analisis Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap 
Urgensitas Sepuluh Hari Kerja pada Pendafataran Nikah” 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya PMA RI No. 20 Tahun 2019 
tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 3 Ayat (3) yang menyebutkan 
“Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum 
dilaksanakan pernikahan”. Tetapi pada kenyataannya di KUA Kec. Cigombong 
Kab. Bogor masih banyak masyarakat yang mendaftarkan kehendak nikahnya 
kurang dari sepuluh hari kerja, sebelum akad pernikahan dilaksanakan. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: a. tinjauan yuridis 
terhadap Pasal 3 Ayat (3) PMA RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan 
Pernikahan, b. tinjauan filosofis dan sosiologis terhadap Pasal 3 Ayat (3) PMA RI 
No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, c. analisis hukum keluarga 
terhadap urgensitas sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah. 

Bahwa yang menjadi dasar pemikiran dari penelitian ini adalah tentang asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam 
membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: asas 
kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas 
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas 
kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; dan asas keterbukaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah content analysis yaitu 
suatu metode dengan cara menganalisis teks Pasal 3 Ayat (3) PMA RI No. 20 Tahun 
2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, dengan pendekatan yuridis normatif.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 1). 
Ditinjau secara yuridis bahwa beberapa aturan lain yang memiliki relavansi dengan 
Pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan 
diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan 
Nikah, Talak, dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 2). Ditinjau secara filosofis bahwa untuk tertib administrasi, 
transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, 
perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan. Ditinjau secara sosiologis bahwa 
aturan pada Pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan 
Pernikahan, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dan 
kesadaran hukum dalam masyarakat melihat jumlah pasangan calon pengantin yang 
mendaftarkan pernikahan sesuai peraturan sebanyak 700 pasangan, sedangkan yang 
kurang dari sepuluh hari kerja sekitar 230 pasangan. Jika diprersentasikan hanya 
30% saja dari masyarakat yang masih belum sesuai peraturan 3). analisis hukum 
keluarga terhadap urgensitas sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah 
yaitu untuk memverifikasi data calon pengantin dan walinya, menentukan hari, 
tanggal, jam dan tempat pernikahan akan dilangsungkan serta memberi kesempatan 
kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan beberapa keberatan bagi 
dilangsungkannya suatu pernikahan. 


